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Samarinda, 02 Desember 2016

Kepada Yth =

BAPAK KETUA MAHKAMAH

REPUBLIK INDONESIA

Jalan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat -, akarta-101.1. O

,

Hal: PERBAZKAN PERMOHONAN PENGUJTAN PASAL 255 AYAT
( I. ) DAN AYAT ( 2 ) UNDANG ~ UNDANG NOMOR : ,. 7
TAHUN 201.4 TENTANG MAJELZS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKZLAN RAKYAT DEWAN PER
DAERAH DAN DEWAN PERWAKZLAN anKYAT DAERAH

(UU. MD3) SEBAGAIMANA TELAH DzuBAH OLEH UNDANG -

UNDANG NOMOR 42 TAHUN 201.4 TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLZK INDONESIA T

KONSTITUSZ

a

PASAL22 C PASAL27 AYAT

Dengan Hormat,

Yang bettanda tangan di bawah ini:

I. . Nama dr. NAOMI PATIORAN, Sp. M.
Nomor KTP. : 3674035005550001

Tempat Tanggallahir Makasar, 1.0 - 05 - 1955.
Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan dokter

Againa Kristen Protestan.

A1amat iaian Pondok Betung Raya No. 6 RT. 02

R^A1.05 Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Aren

Kota Tanggerang Selatan Banten.

I. DAN PASAL 28 D.

Daiam halini Seianjutnya disebut Sebagai. ...... PEMOHON I

Halaman ,. dan 22 hamman

Bukti p. ,.

,
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2. Nama

Nomor KTP.

Tempat Tanggallahir
Kewarganegaraan

Pekerjaan

Againa

A1amat

Kalimantan Timur.

Daiam halini Seianjutnya disebut

,
. HARMANTO SP.

647205030660001.

YogjakarLa, 03 - 06 - 1966.
Indonesia

Wiraswasta

Islam

iaian Modang No. 98 RT. 20 Perumahan UNM
Kelurahan Sempaja Seiatan - Samarind

.

.

,

3. Nama

Nomor KTP

Tempat Tanggallahir

Kewarganegaraan
Pekerjaan

Againa

A1amat

,

,

Sebagai. ....... PEMOHON 1:1

: BENNY RB. KOWEL

64720821.10660001.

: Mariad0, 21 - 1.0 - 1,966.
: Indonesia

Wiraswasta

; Kristen Katolik.

iaian Pramuka 3 BIOk A No. 103, RT. 06
Sempaja Seiatan - Samarinda
Timur.

0541-7271057-081388567692-08215815876Telephone/HP.

e_mail

Daiam halini Seianjutnya disebut

.

.

4. Nama

Nomor KTP.

Tempat Tanggallahir

Kewarganegaraan

Pekeijaan

Againa

A1amat

Bukti p. ,.

*

: benediktuskowel

: ERHAMSYAH, SE.

Sebagai. .... PEMOHON TZZ

6472030711.640003.

: Muara Wis, 07 - 11 - 1964.
: Indonesia

Wiraswasta

: Islam.

: Jalan A. W. Syahrani RT. 09 IRW. 04 Kelurahan
Gunung Kelua Samarinda Ulu - Samarinda ~
Ka!jinantan Timur.

Datam halini Seianjutnya disebut

ahoo. coin

Kelurahan

Kalimantan

Bukti P. I.

Sebagai. ...,... PEMOHON TV

Halaman 2 dan 22 halaman

Bukti P. I.
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ParaPemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasa1 255
ayat ( I ) ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Maielis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Peruakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 )

yang dimuat daiam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

182 Sebagaimana telah diubah o1eh Undang - Undang Nomor 42 tahun '01.4

,

yang dimuat daiam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

383 ( Bukti P-2 dan Bukti P . I^^8^erhadap Undang-Undang Dasar Ne ara
Republik Indonesia 1,945 Pasa1 22 C, Pasal
(Bukti P-3 ).

Sebelum meIanjutkan pada uraian tentang permohonan beserta alasan-

alasannya, Para Pemohon ingin Iebih dahulu menguraikan tentang "
kewenangan Mahkamah Konstitusi un dan " Kedudukan Hukum I Legal

Standing " Pemohon sebagai berikut ;

.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUS^.

I. Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi("MK" ) meIakukan
pengujian terhadap Pasa1 255 ayat (I ) ayat ( 2 ) Undang - Undang
Nomor 1.7 Tahun 2014, tentang Maielis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwaki!an Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ( UU No. 17 Tahun 201.4 tentang MPR ,
DPR, DPD, DPRD atau disingkat UU MD3 ); Sebagaimana telah diubah
o1eh Undang Undang Nomor 42 tahun 2014 yang dimuat dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201.4 Nomor 383

2. Perubahan Undang - Undang Dasar Repub!ik Indonesia Tahun 1,945 telah

mendptakan sebuah Lembaga Baru untuk mengawal konstitusi, yaitu

Mahkamah Konstitusi seianjutnya disebut " MK ' sebagaimana tertuang

daiam Pasa1 7B, Pasa1 24 Ayat (1) dan Ayat(2), serLa Pasa1 24C Undang -

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Yang diatur Iebih

Ianjut dalam Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang

Undang Nomor 8 Tahun 201.1. tentang Perubahan atas Undang - Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ( Lembaran Negara

Tahun 2011 Nomor 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266 )

selanjutnya disebuC*MK **

,

27 Ayat ( I ) dan Pasa1 28 D

,

,

Halaman 3 dan 22 halaman
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3. Merujuk pada ketentuan Pasat 24C ayat(I) UUD 1945juncto Pasa! 10

ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi ("UU MK"), bahwa salah satu kewenangan
Mahkamah Konstitusi adalah meIakukan undang-undang

terhadap Undang Undang ,**uuD 1945").Dasar

Pasa1 24 C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan :

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatpertama

dan terakhir yang putusannya bersifat final untukmengujiUndang -

Undang terhadap Undang-Undang 1945Dasar

Pasa1 1.0 ayat (I. ) huruf a UU MK antara lain menyatakan

" Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatperbama

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang~

undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia

Tahun 1,945 ;

it

4, Selain itu, Pasa1 7 Undang-Undang Nomor 1.0 Tahun 2004 tentsng

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara

hierarkis kedudukan Uuo 1,945 Iebih tinggi dan undang-undang. 01eh

karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak bo!eh beFCentangan

dengan UUD 1,945. Jika terdapat ketentuan daiam undang-undang yang

beltentangan dengan UUD 1945, inaka ketentuan tersebut dapat

dimohonkan untuk diuji meIalui mekanisme pengujian undang-undang;

pengulIan

1945

5. Bahwa beadasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

dengan Nomor : 2221G/2015/PTUN-3KT, terrangga1 12 April 2016, karena

akibat adanya kekeliruan menafsirkan dan menerapkan serLa

pelaksanaanya Pasa1 255 ayat (1) ayat ( 2 ) UU No. 17 tahun 2014

Sebagaimana telah diubah o1eh Undang - Undang Nomor 42 tahun 2014

yang dimuat daiam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201.4

Nomor 383 yang multi-tafsir, telah memberikan ketidakpastian hukum

dan mencederaijaminan perlindungan atas hukum yang adjl terhadap diri

Pemohon Yang meiniliki hak-hak konstitusional yang doamin konstitusi

untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

hukum yang adjl daiam naungan Negara hukum.

,,

, : Halaman 4 dan 22 halaman
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6. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawai Konstitusi, inaka
Mahkamah Konstitusi berwenang memberikan penafsiran terhadap
sebuah ketentuan pasal - pasal, undang - undang berkesesuaian dengan
nilai nilai konstitusi. Tafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap
konstitusionalitas pasal - pasa!, undang - undang tersebut merupakan
tafsiran satu - satunya ( The Sole Interpreter of Constitution ) yang
me iniliki kekuatan hukum sehingga terhadap pasal - pasat yang me iniliki
inakna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tarsir dapat pula dimintai<an
penafsiran kepada Mahkamah Konstitusi.

Beadasarkan hal-hat tersebut of atas, inaka Mahkamah Konstitusi berwenang
untuk memeriksa dan me inutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM I LEGALSTANDTNG PARA PEMOHON

I. Bahwa Pasa1 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa :

,

a. Perorangan warga negara Indonesia;

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prtnsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

C.

d.

Seianjutnya penjelasan Pasa1 51 ayat (1) menyatakan ; Yang dimaksud

dengan *'hak konstitusional" ada!ah hak-hak yang diatur daiam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1,945 ;

Badan hukum pub!ik atau privat; atau

Lembaga Negara.

I. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia

sebagaimana dimaksud Pasa1 51 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak

konstitusionalnya telah dirugikan o1eh berlakunya Pasa1 255 ayat ( I ) ayat

( 2 ) Undang-undang Nomor 17 Tahun 20L4, tentang Maielis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwaki!an

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( UU No. 17 Tahun 201.4 MPR,

DPR , DPD , DPRD); Sebagaimana telah diubah o1eh Undang - Undang

Nomor 42 tahun 2014 yang dimuat daiam Lembaran Negara Repub!Ik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 383 ;

.

Halaman 5 dan 22 halaman
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2. Bahwa beadasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan
Nomor : 2221G/2015/PTUN-IKT. tortanggat 12 April 2016 yan telah
berkekuatan hukum tetap, Daiam putusan pada pertimbangan hukum
karena adanya kekeliruan menafsirkan dan menerapkan seita

pelaksanaanya Pasat 255 ayat (1) ayat ( 2 ) UU No. 17 tahun 2014
Sebagaimana telah diubah o1eh Undang - Undang Nomor 42 tohun 2014
yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 383 yang multi-tarsir, telah memberIkan ketidakpastian hukum dan
mencederaijaminan perilndungan atas hukum yang adjl terhada diri
Pemohon yang meiniliki hak-hak konstitusional yang dijamin konstitusi untuk
mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adjl dalam naungan Negara hukum

a

3. Bahwa Para Pemohon merupakan Peserta Pemilihan Urnum Tahun 201.4
meIaiui Jalur Perseorangan I Calon Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan

Timur beadasarkan Suret Keputusan KPU Nomor : 679 IKpts/KPU ITahun
201.3 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakitan Daerah

Repubiik Indonesia Daerah Pemilihan Kalimantan Timur ( Bukti P. 4 ).

4. Bahwa Para Pemohon merupakan Peseita Pemitihan Urnum Tahun 2014

meIalui iaiur Perseorangan I Calon An990ta DPD RI Provinsi Kalimantan
Timur menempati permgkat 7,8,9,11. ( Bukti P. 5 )

.

5. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia Nomor : 33 I PUU - XII1/ 2015, bahwa 2 ( dua ) oreng Anggota
DPD RI Provinsi Kalimantan Timur mengundurkan din mengikuti Pemilihan
Kepala Daerah Yakni Peringkat I ( Ir. H. Barnbang Susilo, MM ) dan Peringkat
2 ( DR. Drs. Marthin Bila ) pada saat mengajukan Permohonan ini Para
Pemohon adalah Calon An990ta DPD Rl untuk Daerah Pemilihan Kalimantan

Timur pada pemilihan urnum tahun 2014 Yang sebelumnya pada POSisi
perlngkat 7,8,9,1.1 dan menjadi Peringkat 5,6,7,9 karena 2 ( dua ) oreng
Anggota DPD Rl mengundurkan din mengikuti Pilkada Yakni Peringkat

I(Ir. H. Barnbang Susilo, MM ) dan Peringkat 2 ( DR. Drs. Marthin Bila ).

6. Bahwa Para Pemohon merupakan PeserLa Pemilihan Urnum Tahun 201.4

me!alui Jalur Perseorangan I Calon Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan

Timur, berdasarkan UU No. 8 tahun 201.2 pasa1 1.38 telah melaporkan Dana

Kampanye, Dartar Nama - Nama Calon Anggota Dewan Perwakitan Daerah

RI Daerah Pemilihan Provinsi Ka!jinantah Timur yang melaporkan Dana
Kampanye. ( Bukti. P. 6 ).

Halaman 6 dan 22 hamman
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7. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011- 0171PUU-
1/2003 bertangga1 24 Februari 2004 Yang telah menegaskan bahwa hak
konstitusional warga negara untuk meinilih dan dipilih ( rights to vote and

right to be candidate ) adalah hak yang doamin o1eh konstitusi, undang-
undang, dan konvensiinternasionai, sehingga pembatasan, penyimpangan,
peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupa!<an pelanggaran
torhadap hak asasi dari warga negara;

*

8, Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah seiak Putusan Nomor

0061PUU-11/1 2005 tangga1 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 111PUU-

V/2007 tangga1 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya,
beroendirian bahwa kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusional

sebagaimana dimaksud Pasat 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (Iima)
syarat, yaitu ;

I. Adanya hak dan I atau kewenangan konstitusional Pemohon

yang diberikan o1eh UUD 1945;

2. Hak dan/atau kewenangan konstitusionaltersebut o1eh Pemohon

dianggap dirugikan o1eh be Flakunya undang-undang Yang

dimohonkan pengujian;

3. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus)
dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut

penalaren Yang wajar dapat dipastikan akan tenadi;

4, Adanya hubungan sebab-akibat(causal verband) antara kerugian

dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan

PenguJian;

5.

Dengan demikian inaka ada Iima syarat inutlak yang harus dipenuhi daiam

menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Syarat pertaina

adalah kualifikasi Para Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia,

untuk bertindak sebagai Para pemohon sebagaimana diregaskan dalam Pasa! 51

ayat (1) UU MK. Syarat kedua dengan beFlakunya suatu undang-undang hak

dan/atau kewenangan konstitusional Para pemohon dirugikan. Syarat ketiga,

kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. Syarat keempat kerugian

tersebut timbul akibat berlakunya undang-undang Yang dimohon. Syarat

kelima, kerugian konstitusional tersebut tidak akan tenadi lagi kalau

permohonan ini dikabulkan.

Adanya kernungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan,

inaka kerugian konstitusional seperLi yang didalilkan tidak akan

atau tidak lagi tenadi;

Halaman 7 dan 22 halaman
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Bahwa uraian di atas me inbuktikan bahwa Para Pemohon (Perseorangan Warga
Negara Indonesia) me iniliki kedudukan hukum (legal standing) untuk beltindak

sebagai Para Pemohon daiam permohonan pengujian undang-undang ini.

Bahwa beadasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, inaka Para Pemohon

sebagai Warga Negara Indonesia, benar-benar telah dirugikan hak dan/atau

kewenangan konstitusionalnya karena akibat adanya kekeliruan menafsirkan

dan menerapkan seita pelaksanaanya Pasa1 255 ayat (1) ayat ( 2 ) UU No. 1.7

tohun 201.4 Sebagaimana telah diubah o1eh Undang - Undang Nomor 42 tahun

2014 yang dimuat daiam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 383, dengan tidak diusulkan dan tidak dilantiknya Para Pemohon

sebagai Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Utara untuk Periode tahun 2014 -

2019, apabila permohonan pengujian techadap ketentuan Pasa1 255 ayat ( I )

ayat ( 2 ) Undang~Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentsng MPR, DPR, DPD dan

DPRD ("UU No. 17 Tahun 2014") Sebagaimana telah diubah o1eh Undang

Undang Nomor 42 tahun 201.4 yang dimuat dalam Lembaran Negara Repub!ik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 383 dikabulkan, inaka hak dan/atau kewenangan

konstitusional Para Pemohon tidak lagi dirugikan, Dengan demikian, syarat

kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon telah sesuai dan memenuhi

ketentuan yang ber!aku.

* *

C. Alasan - Alasan Para Pemohon Mengajukan Permohonan Pengujian

Pasa1 255 Ayat ( ,. ) Ayat ( 2 ) Undang-Undang No. ,. 7 Tahun 20L4

tentang Maielis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Peru, akilan

Rakyat, Dewan Peruakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah ( UU No. 1.7 Tahun 201.4 MPR, DPR, DPD, DPRD atau

singkat UU. MD3 ) Sebagaimana telah diubah o1eh Undang

Undang Nomor 42 tahun 201.4 yang dimuat dalam Lembaran

Negara Republik Zndonesia Tahun 201.4 Nomor 383.

I. Bahwa Provinsi Kalimantan Utara telah techentuk dengan UU Nomor : 20

tohun 2012 dan disahkan Presiden Republik Indonesia pada tangga1 16

November 201.2 dan telah diundangkan o1eh Meriteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia pada tangga11. 7 November 201.2 serta

telah diumumkan dan dicatatkan dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, serta disahkan o1eh DPR Rl dalam

rapat PIeno pada tangga1 25 Oktober 2012 sebagai Provinsi Yang ke - 34

dimdonesia, ( Bukti. P. 7 ).

Halaman 8 dari 22 halaman
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2. Bahwa tujuan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana
dimuat dalam bagian menimbang huruf (a) UU Nomor 20 tahun 201.2
adalah untuk mendorong perkembangan dan kernajuan di Provinsi

Kalimantan Utara, khususnya di Kabupaten Bulungan, Kata Tarakan,

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung,
serta adanya aspiresi yang berkembang daiam masyarakat di witayah

perbatasan dan pulau-pulau toriuar, dipandang perlu meningkatkan

penyelengaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik guna

meinpercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat; seianjutnya daiam

bagian menimbang huruf (c) UU Nomor 20 tahun 2012 disebutkan bahwa

pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dapat mendorong peningkatan

pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kernasyarakatan,

serta dapat memberikan kernampuan daiam pemanfaatan potensi daerah
untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

* ,

3. Bahwa untuk menialankan pemerintahan dan pelayanan kepada

masyarakat, inaka telah diangkat Penjabat Gubernur Kalimantan Utara

sebagaimana telah diatur da!am Pasa1 9 UU No. 20 Tahun 2012 yang

menyebutkan : riperesmian Provinsi Kaninantan Utara dan pelantikan

Penjabat Gubemur Ka/jinantan Utara djlakukan o1eh MentoriDalam Negerj

etas nama Presiden paling lambat (sembi/an) bu/an seiak Undang~Undang

inI diUndangkan". 01eh karena itu pada tangga1 22 April 2013, Penjabat
Gubernur Provinsi Kalimantan Utara telah diresmikan.

4. Bahwa demikian juga untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan eksekutif di

Provinsi Kalimantan Utara, telah ditetapkan dan dilantik Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantari Utara pada tanggal

30 Desember 2014, Dengan demikian terhitung seiak tohun 201.4, Provinsi

Kalimantan Utara telah meiniliki Anggota Dewan Per\Yakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Provinsi yang inaridiri dan An990ta Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kabupaten I Kota yang inaridiri dan seharusnya Dewan

Perwakilan Daerah Republik Indonesia ( DPD Rl) Provinsi Kalimantan

Utara harus ditetapkan dan dilantik juga.

Halaman 9 dari 22 halaman.
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5. Bahwa Provinsi Kalimantan Utara telah terbentuk pada tahun 201.2 seirin
dengan terbitnya Undang~Undang Repub!ik Indonesia Nomor 20 tahun
2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Akan teta i Provinsi
Kalimantan Utara dalam Pemilihan Urnum tahun 2014 bukan merupakan

Daerah Pemilihan yang inaridiri, terapi digabung menjadi satu dengan
Provinsi Kalimantan Timur, sehingga pada akhimya Provinsi Kalimantan
Utara tidak me iniliki anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
( DPD Rl ) tersendiri dan Yang seharusnya Provinsi Kalimantan Utara

berhak untuk diikutserLakan dalam Pemilihan Urnum 2014 secara inaridiri,
tanpa harus disatukan atau digabungkan dengan Provinsi Kalimantan

Timur, sehingga akan me millki anggota Dewan Perwakilan Daerah sendiri;

6. Bahwa dalam Pemilihan Urnum Tahun 2014, Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Utara dijadikan I ( satu ) Daerah Pemilihan,
penggabungan provinsi tersebut ditetapkan beadasarkan peraturan Komisi

Pemilihan Urnum Nomor 6081Kpts/2014 tentang Perubahan atas keputusan

KPU Nomor 1151Kpts/KPU/201.3 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan

A10kasi Kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan An990ta
DPRD Kabupaten I Kota datam Pemilihan Urnum 201.4 di wilayah Provinsi
Kalimantan Timur.

,

7. Bahwa disebutkan dalam keputusan tersebut di atas, pada Pemilihan Urnum

pada tahun 2014, Provinsi Kalimantan Utara belum merupakan Daerah

Pemilihan tersendiri, sehingga harus mengikuti Pemi!ihan Urnum meIalui

Provinsi Kalimantan Timur, tapi secara de facto dan de yure, Provinsi

Kalimantan Utara terbukti sudah sah keberadaannya ;

8. Bahwa hasil Pemilihan Urnum tahun 2014 telah ditetapkan meiaiui

Keputusan Komisi Pemilihan Urnum Republik Indonesia Nomor

4/11Kpts/KPUfl~ahun 201.4 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Urnum

Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional

Daiam Pemilihan Urnum Tahun 201.4 diperoleh penngkat Hasii Pemi!ihan

Urnum Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan

Kalimantan Timur pada Pemilihan Urnum tahun 2014.

Halaman 1.0 dari 22 halaman
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9. Bahwa beadasarkan ketentuan UU No. 8 tahun 201.2 pasat 1.38 bagi
Peseita Pemilihan Urnum Tahun 2014 meIaiuiJalur Perseorangan I Calon

Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Timur yang diharuskan wajib
metaporkan Dana Kampanye namun ternyata terdapat 4 ( empat ) oreng
Calon An990ta Dewan Perwakilan Daerah RI Daerah Pemi!ihan Provinsi

Kalimantan Timur yang tidak melaporkan Dana Kampanye yaitu ;
I Drs. H, Amir Hamzah B, M. Si.

2 Drs. H. Rainli, M, Hum.

3 Samsudin S, SH.

2.0.

4 UsinariYusuf

Bahwa Para Pemohon adalah calon an990ta Dewan Perwakilan Daerah dari

Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur dengan peringkat 7,8,9,1.1 dan

hasil Pemilihan Urnum 2014. Pada saat itu untuk mengisi Anggota Dewan

Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adaiah perlngkat I, 2,3,4,

namun karena adanya 2 (dua) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi

Kalimantan Timur yang telah mengundurkan din untuk mengikuti Pemilihan

Kepala Daerah inaka yang menggantikan ada!alah Perlngkat 5 dan 6 yang

saat ini sudah dilantik. Maka secara otomatis untok mengisi Anggota Dewan

Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah perlngkat selanjutnya

yakni penngkat 5,6,7,9.

* *

.

11. Bahwa beadasarkan ketentuan UU No. 8 tahun 2012 pasai 138 bagi Peserta

Pemilihan Urnum Tahun 201.4 meIalui Iaiur Perseorangan I Calon Anggota

DPD RI Provinsi Kalimantan Timur Yang diharuskan wajib melaporkan Dana

Kampanye namun ternyata Calon An990ta Dewan Perwakilan Daerah Rl

Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur dengan Perlngkat 1.0 ( sepuluh )

atas nama Usinari Yusuf yang tidak melaporkan Dana Kampanye, inaka

dengan otomatis digantikan o1eh Perlngkat 1.1 ( sebelas ) Yakni Pemohon TV

atas nama Erhamsyah, SE.

1.2. Bahwa pada saat Permohonan inI diajukan, terdapat 2 (dua) oreng

An990ta DPD Rl dan Kalimantan Timur yang telah mengundurkan din

yakni:

. Penngkat I (satu) Ir. H. Barnbang Susilo, MM. Yang maiu dalam

Pemi!ihan Kepata Daerah (PILKADA) Kabupaten Paser sebagai Calon

Bupati Kabupaten Paser; dan

.

.
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. Penngkat 2 (dua) Dr. Drs. Marthin Billa, MM. yang maiu dalam Pemilihan

Kepala Daerah ) Provinsi Kalimantan Utara sebagai Calon Wakil

Gubernur Provinsi Kalimantan Utara;

Dengan telah inundumya 2 (dua) oreng An990ta DPD Rl dari Kalimantan

Timur, inaka untuk mengisi kekosongan tersebut, telah dilakukan

Penggantian Aritar Waktu (PAW) sesuai mekanisme yang ada dengan care

dilakukan pengisian o1eh perlngkat 5 (Iima) Drs. H. Muhammad Idris, S. dan

peringkat 6 (enam) H. Ahmad Hendry.

13. Bahwa namun demikian faktanya pada Pemilu 2014, Komisi Pemitihan

Urnum Repubtik Indonesia sama sekali tidak mengikutsertakan Provinsi

Kalimantan Utara daiam Daerah Pemilihan untuk pemilihan an990ta Dewan

Perwakilan Daerah Repub!ik Indonesia secara inaridiri. Dengan demikian

halinitelah menyebabkan dilanggarnya Undang-Undang Nomor 1.7 tahun

2014 Sebagaimana telah diubah o1eh Undang - Undang Nomor 42 tahun

2014 yang dimuat daiam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 383 Pasa1 255 ayat (1) berbunyi'* Di provinsi yang dinentuk

setelah pelaksanaan pemilihan urnum tidak chadakan pemilihan anggota

DPD sampaidengan pemilihan urnum berikutnya " o1eh Komisi Pemilihan

Urnum yang seharus dan wailb mengikutserLakan Provinsi Ka!jinantan

Utara pada Pemiiu 2014 untuk me!akukan pemitihan anggota DPD Republik

Indonesia secara inaridiri.

*

1.4. Bahwa Tindakan Komisi Pemilihan Urnum tersebut telah melanggar Hak

Hak Konstitusional Pemohon yang merupakan Hak Asasi Warga negara

yang doamin dan di!indungi o1eh UUD 1,945 daiam pasal-pasal berikut:

Pasa1 27 ayat (I. ) " Segala warga negara bersamaan kedudukannya di

dabm hukum dan pemerintahan dan waJ7b

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan

tidak ada kecua/mya".

Pasa1 280 ayat (I. ) "Setiap orang herhak atas pengakuan, jaminan,

perilndungan, dan kepastian hukum yang adj/

serta peril;akuan yang sama of hadapan hukum,

Pasa1 280 ayat (3) "Setiap warga negara berhak meinperoleh

kesempatan yang sama da/am pemerintahan,
.

Halaman 22 dan22 halaman
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1.5. Bahwa daiam Pasa! 21 Deklarasi Urnum Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB
Tahun 1948, dan Pasa! 5 ayat (1), Pasa1 15, Pasa1 43 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM);

Pasa1 21 DUHAM PBB Tahun 1948 berbunyi:

(1) Setiap oreng beinak turut serta daiam pemerintahan

negerinya sendiri, balk dengan langsung inaupun dengan

perantaraan wakil wakil yang dipilih dengan bebas;

(2)

Pasa1 5 ayat (1) UU HAM berbunyi:

Setiap oreng berhak atas kesempatan yang sama untuk

diangkat daiam jabatan pemerintahan negerinya.

Setiap orang diakui sebagai inariusia pribadi yang berhak

menuntut dan me inperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama

sesuai dengan martabat kernanusiaannya di depan hukum";

\,

Pasa1 15 UU HAM berbunyi:

**setjap orang berhak meinpenuangkan hak pengembangan dinnya,

balk secara pribadi inaupun KOIektif, untok meinbangun masyarakat,
bangsa, dan negaranya";

Pasa1 43 ayat (1) UU HAM berbunyi:

Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan meinilih dalam

pemilihan urnum beadasarkan persamaan hak meIaiui pemungutan

suara yang langsung, urnum, bebas, rahasia, jujur, dan adjl, sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *';

1.6, Bahwa hak untok meinitih dan dipilih daiam pemilihan urnum (the ri:j, ht to

vote) adatah pengejawantahan dan hak atas kedudukan yang sama dalam

hukum dan pemerintahan. Mahkamah Konstitusi dalam putusan Perkara

Nomor 011-0171PUU-1/2003 tangga1 24 Februari 2004 menyatakan bahwa

hak meinilih dan dipilih ada!ah hak konstitusional warga negara. Putusan

tersebut antara lain menyebutkan, **Menimbang, bahwa hak konstitusional

warga negara untuk memillh dan dipilih (right to vote and right to be

candidate) adalah hak yang dijamin o1eh konstitusi, Undang-Undang

inaupun konvensi internasional, inaka pembatasan penyimpangan,

periladaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran

torhadap hak, asasi dan warga negara. "

\\

,
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17. Bahwa Para Pemohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Urnum

Nomor : 4/11Kpts/KPU/Tahun 2014 tangga1 09 Mei 2014 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Urnum Anggota Dewan Peruakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Peruakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Secara Nasiona! Daiam

Pemilihan Urnum Tahun 201.4 daiam lampiran Model E-1 DPD adalah

merupakan Calon Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Kalimantan

Timur. yang mendapatkan suara sah :

1.8. Bahwa o1eh karena itu Para Pemohon adalah calon an990ta Dewan

Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur

dengan pertngkat 7,8,9,11 dan hasil Pemilihan Urnum 2014. Pada saat itu

untuk mengisi Anggota Dewan Peruakilan Daerah Provinsi Kalimantan

Timur adalah penngkat I, 2,3,4 dan untuk perlngkat 5,6,7,9 mengisi

anggota Dewan Perwakitan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, namun

karena adanya 2 (dua) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi

Kalimantan Timur Yang telah mengundurkan diri untuk mengikuti

Pemilihan Kepala Daerah inaka yang menggantikan adatalah Perlngkat 5

dan 6 yang saat ini sudah dilantik. Maka secara otomatis untuk mengisi

Anggota Dewan Peruakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah

perlngkat selanjutnya Yakni perlngkat 7,8,9,11. Dan karena daiam

pemi!Ihan Urnum tahun 2014, Daerah Pemilihan Kalimantan Utara

digabungkan dengan Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, inaka apabi!a

dilakukan pemisahan, Komisi Pemitihan Urnum secara otomatis harus

mengambil dan menunjuk dan perlngkat selanjutnya Yakni 7,8,9,1.1.

Calon Anggota Dewan Peruakilan Daerah Daiam Pemilihan Urnum Tahun
201.4 Daerah Pemilihan Kalimantan Timur. Sehingga apabila di Provinsi

Kalimantan Utara dapat segera dilakukan pengisian dan penetapan

keanggotaan dan Dewan Perwakilan Daerah yang ternisah dan Provinsi
Kalimantan Utara, inaka Pemohon secara hukum meinitiki hak dan

kesempatan untuk menjadi Anggota Dewan Peruakilan Daerah dari
Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

,
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1.9. Bahwa Dieh karena itu merupakan suatu kewajaran bagi Para Pemohon

selaku calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Kalimantan

rimur pada Pemi!ihan Urnum 2014 untuk menuntut hak agar Komisi

Pemi!ihan Urnum dapat meIakukan pengisian An990ta Dewan Perwakilan

Daerah di Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan perlngkat seianjutnya

yaitu dari perlngkat 7,8,9,1.1 Hasil Pemilihan Urnum Dewan Perwakilan

Daerah Repubtik Indonesia Daerah Pemilihan Kalimantan Timur pada

Pemilihan Urnum tahun 2014;

20. Bahwa Undang - Undang Nomor : 1.7 tahun 2014 Sebagaimana telah

diubah o1eh Undang - Undang Nomor 42 tahun 2014 yang dimuat daiam

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201.4 Nomor 383 Pasa1 255

ayat ( 2 ) yang berbunyi ' Anggota DPD R^ di provinsiinduk juga

mewakili Provinsiyang dibentuk Setelah Pemilihan Urnum artinya

bahwa An990ta DPD RI Provinsi Kalimantan Timurjuga masih mewakili

provinsi yang baru yaitu Provinsi Kalimantan Utara, secara Konstitusional
dan hukum bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945 ;

BAB I

** Bentuk dan Kedaulatan "

Pasal I ;

Ayat ( 3 ) " Negara Indonesia adalah Negara Hukum "

,

BAB VTLA ;

Dewan Perwakilan Daerah I DPD.

Pasal 22 C

Ayat ( I )" Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap
provinsi metalui Pemilihan urnum **

Ayat ( 2 ) *' Anggota Dewan Perwakilan Daerah disetiap provinsi
jumlahnya sama dan jumlah seiuruh anggota Dewan
Perwaki!an Daerah itu tidak Iebih dari seperLiga

jumlah An 990ta Dewan Peruakilan Rakyat**

,

.
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Pasa122 D.

*

Ayat ( I )*' Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan ke Dewan

Perwakilan Rayat rancangan Undang - Undang yang

kaitannya dengan otonomi daerah, hubungnan pusat

dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta

penggabungan daerah, pengeiolahan sumber daya

alam dan sumberdaya ekonomi lainnya serLa

perlmbangan keuangan pusat dan daerah serta

berkaitan dengan perlmbangan keuangan pusat dan

daerah ".

Ayat ( 2 ) " Dewan Perwaki!an Daerah ikut meinbahas rancangan

Undang - Undang yang kaitannya dengan otonomi

daerah, hubungnan pusat dan daerah, pembentukan dan

pemekaran seita penggabungan daerah, pengelotahan

sumber daya alam dan sumberdaya ekonomilainnya

serLa perlmbangan keuangan pusat dan daerah serta

memberikan peltimbangan Kepada Dewan Perwakilan

Rakyat atas Rancangan Undang - Undang yang

berkaitan dengan pajak, pendidikan dan Againa ".

Ayat ( 3 ) *' Dewan Perwakilan Daerah dapat meIakukan

pengawasan atas pelaksanaan. Undang - Undang Yang

mengenai otonomi daerah, hubungnan pusat dan

pemekarandandaerah, pembentukan serta

penggabungan daerah, pengelolahan sumber daya

a!am dan sumberdaya ekonomi!ainnya, pelaksanaan

An99aran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak,

penaldikan dan Againa serta menyampaikan hasi!

pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat

sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak Ianjuti.

21. Bahwa da!am pelaksanaannya Undang - Undang Nomor : 17 tahun 2014

Sebagaimana telah dlubah o1etj Undang - Undang Nomor 42 tahun 201.4

yang dimuat daiam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 383 Pasat 255 ayat ( 2 ) yang berbunyi'* Anggota DPD in di

provinsiinduk juga mewakili Provinsi yang dibentuk Setelah
Pemilihan Urnum " artinya bahwa An990ta DPD RI Provinsi Kalimantan

Timur juga masih mewakili provinsi yang baru yaitu Provinsi Ka!jinantan

Utara, inaka secara hukum dan konstitusi berLentahgan dengan ;

Hamman 1.6 dan 22 halaman
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Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012

Anggota DPR, DPD, DPRD ;

JumlahKursi Anggota Dewan Perwakilan Daerah I DPD

setiap Provinsi ditetapkan 4 ( empat ) Orang un

22. Bahwa sampai dengan saat inI, Anggota DPD Rl di provinsiinduk yaitu

Provinsi Kalimantan Timur juga masih mewakili provinsi yang baru yaitu

Provinsi Kalimantan Utara. Namun karena An990ta DPD Rl di Provinsi

Kalimantan Timur juga harus meinikirkan dan meinpenuangkan aspiresi

dan kabupaten kota yang lain yang ada di provinsiinduk, tentunya SUIit

diharapkan untuk inaksimal dapat meinIkirkan dansecara

meinpenuangkan aspiresi dan kabupaten kota di Provinsi Kalimantan

Utara.

23. Bahwa beadasarkan fakta hukum dalam pemekaran Provinsi SUIawesi

Baret, dapat duelaskan sebagai berikut :

Provinsi SUIawesi Baret adalah merupakan hasii Pemekaran dan Provinsi

SUIawesi Selatan Yang terbentuk pada 05 Oktober 2004 dengan

Undang- Undang No. 26 tahun 2004. Namun pada Pemilihan Urnum

tahun 2009, Provinsi SUIawesi Baret telah diikutserLakan sebagai peserta

pemilu inaridiri dan meiniliki keterwakilan Anggota DPD RI SUIawesi

Baret dari hasil Pemilihan Urnum tahun 2009.

Pasa1 30

,

\\

tentsng Pemilihan Urnum

Artinya bahwa Provinsi SUIawesi Baret yang terbentuk pada tahun 2004

atau sebelum Pemilihan Urnum 2009, telah diberi4kan hak o1eh Komisi

Pemillhan Urnum untuk diikutsertakan daiam Pemilihan Urnum 2009.

Demikian juga halnya dengan Provinsi Kalimantan Utara yang terbentuk

tahun 201.2, atau sebelum Pemilihan Urnum 201.4, inaka seharusnya

Provinsi Kalimantan Utara juga diberikan haknya untuk diikutseitakan

daiam Pemilihan Urnum pada tahun 2014 sebagai Daerah Pemiiihan

tersendiri dan bukannya digabungkan dengan Provinsi Kalimantan

Timur;

Bahwa dalam baiasan dari Komisi Pemilihan Urnum Republik Indonesia

dengan surat No. 1687 I KPU I XI I 201.4 tertangga1 20 November 20L4

tentang Permohonan USUIan Anggota DPD RI Periode 201.4 - 2019

Provinsi Ka!jinantan Utara, disebutkan pada jawaban ;

24.

.
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Nomor : 2. Beadasarkan ketentuan Pasa1 225 ayat (1) dan ayat (2)

Undang - Undang No. 17 tahun 201.4 tentang MPR, DPR, DPD dan

DPRD , menyatakan bahwa ** Di Provinsi yang dibentuk seteiah

Pelaksanaan Pemilihan Urnum tidak diadakan Pemilihan Anggota DPD

sampai dengan PemitIhan urnum berikutnya " dan *' An990ta DPD Rl

Provinsilnduk juga Mewakili Provinsi yang dibentuk setelah Pemilihan

Urnum *'. Dengan demikian Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Timur

juga mewakili Provinsi Kalimantan Utara, sehingga tidak dilakukan

pengisian Anggota DPD Rl mestipun Undang - Undang Nomor 20

tahun 201.2 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara

diundangkan sebelum Pemi!ihan Urnum tahun 2014.

Nomor : 3. Berkenaan haltersebut, inaka Pengisian An990ta DPR Rl dan

DPD Rl pada periode tahun 201.4 - 201.9 mewakili Daerah Pemilihan

Provinsi Kalimantan Utara tidak dilakukan dan akan dibentuk

berdasarkan hasil Pemilihan Urnum Tahun 20, .9. Bahwa Pemohon I dan

Pemohon 11, pada 20 Oktober 2014 mengajukan permohonan ke Komisi

Pemilihan Urnum Republik Indonesia untuk diusulkan ke Presiden sebagai

Keterwakilan An990ta DPD Rl provinsi Katjinantan Utara, ( Bukti - P. 9 )

Bahwa Pemohon dengan suret nomor : 087 I MPA - KPU/vin/2015,

tertangga! 31 Agustus 2015 , mengajukan permohonan ke Komisi

Pemilihan Urnum Republik Indonesia Agar Komisi Pemilihan Urnum

Republik Indonesia menetapkan Keterwakilan Anggota DPD RI Provinsi

Kalimantan Utara. ( Bukti - P. 10 )

Bahwa daiam baiasan dan Komisi Pemilihan Urnum Republik Indonesia

dengan surat No. 600 I KPU I IX I 2015 terrangga1 22 September 2015

tentang Pengisian An990ta DPD RI Provinsi Kalimantan Utara, disebutkan

pada jawaban ;

Nomor : 2. Beadasarkan ketentuan Pasa1 225 ayat (1) dan ayat (2)

Undang - Undang No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan
DPRD , menyatakan bahwa ' Di Provinsi yang dibentuk setelah
Pelaksanaan Pemilihan Urnum tidak diadakan Pemilihan Anggota DPD

sampai dengan Pemilihan urnum berikutnya *' dan " An990ta DPD Rl
Provinsilnduk juga Mewakili Provinsi Yang dibentuk setelah Pemilihan
urnum **. Dengan demikian Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Timur

mewakili Provinsi Kalimantan Utara, sehingga tidak dilakukanJuga

20pengisian Anggota DPD Rl mestipun Undang - Undang Nomor
tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utaratohun 201.2

diundangkan sebelum Pemilihan Urnum tahun 20L4.

Haian, =. n , R rlari 77 halaman
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Nomor : 3. Berkenaan haltersebut, inaka Pengisian An990ta DPR Rl

dan DPD Rl pada periode tahun 2014 - 2019 mewakili Daerah

Pemilihan Provinsi Katjinantan Utara tidak diiakukan dan akan dibentuk

beadasarkan hasilPemilihan Urnum Tahun 2019. ( Bukti ~ P. IT )

27. Bahwa beadasarkan baiasan I jawaban Komisi Pemilihan Urnum Republik

Indonesia dengan suret No. 600 I KPU I IX I 2015 terranggat 22

September 201.5 tentang Pengisian Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan

Utara, Pemohon mengajukan I mendaftarkan Gugatan Ke Pengadilan

Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor : 2221G/2015/PTUN-

JKT. tortangga1 19 Oktober 2015 ( Bukti - P. L2 ).

28. Bahwa beadasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

dengan Nomor : 2221G/2015/PTUN-JIG~. terrangga1 12 April 2016, Dalam

Pertimbangan Hukum dan Maielis Hakim techadap EksepsiTergugat

( KPU ) pada halaman 44 - 45 point disebutkan bahwa

( 4 ) GUGATAN AQUO ERROR IN PERSONA ( Gugatan yang Salah A1amat)

Bahwa sebagaimana diketahui, Iembaga yang meiniliki kewenangan

untok meinbentuk Undang - Undang adalah Lembaga Legislatif

yakni DPR dan Pemerintah. Dengan demikian, tindakan Penggugat

yang jutru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta dengan Objek Sengketa berupa Suret KPU nomor

6001KPU/IX/2015, tangga1 22 September 2015, Perihal Pengisian

Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Utara adalah :

Gugatan yang Salah A1amat ( Error ^n Persona ). Penggugat

Seharusnya mengajukan Permohonan Pengujian Undang

Undang ( Judicial Review ) terhadap ketentuan Undang
Undang yang telah dianggap merugikan Kepentingan
Penggugat Ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam putusan Maielis Hakim PTUN Jakarta Mengadili;
I. Daiam Eksepsi:

Menerima dan mengabuikan Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Sengketa :11.

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak Dapat Diterima.
( Bukti P. 13 ).

,

.

a
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29. Bahwa permohonan jin sangat penting ( important ) karena menyangkut

Kepentingan Strategis Nasional daiam Pembentukan Daerah I Provinsi

didaerah perbatasan untuk menjaga kepentingan keutuhan dan

kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serka meinpercepat

kesejahteraan masyarakat of daerah perbatasan terutama Provinsi

Kalimantan Utara adalah termasuk Provinsi Pedalaman dan Perbatasan

dengan tujuan Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu

upaya daiam menata Daerah merupakan solusi daiam rangka

meinperkuat daya saing daerah dan meinperkokoh keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia ( NKRl ) diwi!ayah perbatasan dengan

negara lain I tetangga.

30. Bahwa permohonan ini mendesak ( Urgent ) untuk segera diputuskan

karena Anggota DPD Rl di provinsiinduk yaitu Provinsi Ka!jinantan Timur

juga masih mewakili provinsi Yang baru yaitu Provinsi Kalimantan Utara,

Namun karena Anggota DPD Rl di Provinsi Katjinantan Timurjuga harus

meinikirkan dan meinpenuangkan aspirasi dari kabupaten kota Yang lain

yang ada di provinsiinduk, tentunya SUIit diharapkan untuk secara

inaksimal dapat meinikirkan dan meinperluangkan aspiresi dari

kabupaten I kota di Provinsi Kalimantan Utara beadampak pada

rowannya wilayah perbatasan Republik Indonesia balk daret inaupun Iaut

dari upaya pencaplokkan dan Aneksasi Pulau Sipandan dan Pulau Ligitan

o1eh Malaysia pada tahun 2002 me!alui Mahkamah Internasional(

Internasional Court Of Justice ) di Den Haag ( beadasarkan prinsip

effectivities yaitu adanya tindakan nyata daiam menialankan

menerapkan fungsi negara pada suatu wilayah ) beadampak pada
rowannya wilayah perbatasan Republik Indonesia baik darat inaupun Iaut
dari upaya pencapiokkan sepeiti di Pulau Sebatik dan Krayan (
Kabupaten Nunukan ) serta daerah perbatasan darat lainnya yang rentan

techadap pemindahan pato!< - patok perbatasan ( Boundary Marking )
dan pencaplokan wilayah Iaut di Kawasan Laut Ambaiat, Terdapat kurang
Iebih 50% Warga Negara Indonesia negal di Sabah dan Serowak yang
rentan terhadap perlakuan yang tidak inariusiawi ( Human Trafficking ).
perbatasan, pulau-pulau terluar, dan Daerah terEentu.

?

.
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31. Bahwa dengan ini Para Pemohon inohon Repada Mahkamah Konstitusi

untuk dapat segera memeriksa dan meinutuskan permohonan ini secara

cepat dengan peltimbangan secara Mutatis tv!utandis merujuk pada

putusan - putusan yang telah diputuskan. Halini dimaksud agar

permohonan ini memittki arci dan fungsi secara hukum untuk kepastian

hukum dan kernanfaatan kewenangan dan hak Konstitusional Pemohon

dan Rakyat Indonesia khususnya Rakyat Provinsi Kalimantan Utara

dengan adanya keterwakilan Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Utara.

PETITUM

Berdasarkan uraian Pemohon tersebut di atas, inohon yang techormat Bapak

Ketua Mahkamah Kostitusi Republik Indonesia atau Yang IV!ulia Maielis Hakim

Konstitusi daiam perkara ini untok dapat memeriksa dan me inutus perkara a

quo dengan Amar Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

I. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seiuruhnya;

2. Menyatakan bahwa ketentuan Pasa1 255 ayat ( I ) Undang - Undang

Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ( UU. MD3 )

Sebagaimana telah diubah o1eh Undang - Undang Nomor 42 tahun 201.4

yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201.4

Nomor 383 tidak berLentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1,945 ( UUD 1945 ) sepanjang frase Di Provinsi

yang dibentuk Setelah Pelaksanaan Pemilihan Urnum tidak diadakan

Pemilihan Anggota DPD RT sampai dengan Pemilihan Urnum

Berikutnya dimaknai bahwa Pemilihan Urnum 201.4, untuk itu keterwakilan

An990ta Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ( DPD Rl) periode
2014"201.9 mewakili Provinsi Kalimantan Utara diisi.

3. Menyatakan bahwa Ketentuan Pasa1 255 ayat (2) Undang - Undang

Nomor 17 Tahun 2014 tentsng MPR , DPR , DPD dan DPRD Sebagaimana

telah diubah o1eh Undang - Undang Nomor 42 tahun 2014 Yang dimuat

daiam Lembaran Negara Repub!Ik Indonesia Tahun 201.4 Nomor 383

berLentangan Undang - Undang Dasari. 945 Pasa1 22 Cayat 2 Anggota
Dewan Peruakilan Daerah dan Setiap Provinsijumlahnya sama dan

Jumlah Seluruh Anggota Dewan Peruakilan Daerah itu Tidak tobih

dan sepertiga ,urnlah Anggota Dewan Penn, akilan Rakyat an.

..-.--.-- ,, "-~= .. k~,~",,"
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Demikian Permohonan Uji Materit ( Judicial Review ) inI disampaikan, atas

perhatian dan kearifan Maielis Hakim Konstitusi Yang inulia disampaikan tenma

kasih.

Hormat Kami,

Para Pemohon,

dr. NAOMT PA ^ORAN S

*

I

t
HARMANTO SP.

M.

I

B NNY RB. KOWEL

,.

ERHAMSYAH SE.

.
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